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Pendahuluan

S eri Negara Kera ini membahas berbagai ancaman terha-
dap konservasi semua spesies kera nonmanusia, yaitu 
bonobo, simpanse, owa, gorila, dan orang utan, beserta 

habitatnya (lih. Lampiran I). Volume 1, 2, dan 3 dalam seri ini 
masing-masing berfokus pada industri ekstraktif, pertanian 
industri, dan pembangunan infrastruktur. 

Volume 4 membahas pembunuhan, penangkapan, dan perda-
gangan kera, yang mencakup perdagangan kera hidup, konsum-
si daging satwa liar oleh manusia, dan berbagai pemanfaatan 
bagian tubuh kera. Perburuan kera liar yang dilakukan demi 
memenuhi pemanfaatan ini berdampak parah pada viabilitas 
populasi kera dan pada ketahanan ekosistem tempat satwa 
tersebut ditemukan. Perdagangan tersebut juga menimbulkan 
kekhawatiran akan adanya penularan penyakit antara manusia 
dan kera, serta keetisan yang dipertanyakan dalam pemenuhan 
kesejahteraan kera yang diselamatkan. 

Pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan kera ini 
didorong oleh adanya ketersediaan senjata, kerawanan pan-
gan, kurangnya opsi mata pencaharian, oportunisme yang 
berkaitan dengan faktor ekonomi, buruknya tata kelola, dan 
keterjangkauan populasi/habitat dengan pelaku/manusia. 
Perluasan industri dan infrastruktur di dekat habitat kera dan 
keberadaan berbagai platform online memungkinkan terjadinya 
perdagangan ini. Perdagangan kera kemungkinan akan terus 
terjadi akibat adanya sistem kepercayaan budaya dan persepsi 
tentang status sosial ekonomi yang berkaitan dengan konsum-
si, kepemilikan, dan pemanfaatan kera beserta produk yang 
berasal dari satwa ini. 

Dokumen ini merangkum temuan utama dari Negara Kera 
Volume 4 dan menyajikan rekomendasi kebijakan bagi para 
pemangku kepentingan yang tengah berupaya mencapai kes-
eimbangan terbaik antara konservasi kera, perkembangan 
ekonomi, dan masalah sosial. Karena perdagangan kera ini 
begitu kompleks dan mencakup skala lokal, nasional, dan inter-

nasional, maka para pemangku kepentingan diminta untuk mel-
akukan intervensi di setiap titik yang ada di sepanjang rantai 
perdagangan ilegal ini.

Rekomendasi ini meliputi pengembangan kerangka hukum 
dalam negeri yang efektif, memberlakukan sanksi yang mencegah 
terjadinya kegiatan kriminal, mendukung kerangka kebijakan 
internasional, dan menjamin diberlakukannya peraturan yang 
melindungi kesejahteraan kera dalam kurungan. Selain itu, para 
pemangku kepentingan harus memperkuat penegakan hukum 
yang ditargetkan di sepanjang rantai perdagangan, terutama 
pada transportasi dan pasar konsumen. Para pemangku 
kepentingan juga harus mengatur pelaku sektor swasta, mis-
alnya pengembang industri, dan menutup pasar online yang 
digunakan untuk memfasilitasi perdagangan satwa liar.  

Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dan memasti-
kan agar mereka mendapat manfaat dari konservasi kera, yang 
membutuhkan pemahaman akan konteks budaya dan pembe-
rian insentif ekonomi. Para pemangku kepentingan juga harus 
berupaya mengurangi permintaan akan produk ilegal di pasar 
konsumen dalam negeri maupun luar negeri dengan melaksan-
akan upaya peningkatan kesadartahuan, strategi perubahan 
perilaku, dan pendidikan. 

Gambaran Umum mengenai 
Perdagangan Kera

Pembunuhan, Penangkapan, dan 
Perdagangan 

Pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan kera liar 
berdampak negatif secara langsung pada status kon-
servasi populasi kera tersebut. Perburuan telah berkem-

bang menjadi faktor penentu utama kelestarian kera di alam liar 
(Brockelman dan Geissmann, 2019). Meskipun faktor pendorong 
perdagangan kera dan solusinya memiliki banyak kesamaan 

Perburuan, konsumsi, dan perdagangan daging satwa liar yang tak terpisahkan dari masyarakat pedesaan di tropika. Kaki dan tangan gorila barat yang akan diasapi, agar tidak rusak 
hingga sampai di pasar. © Jabruson (www.jabruson.photoshelter.com)
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dengan perdagangan spesies satwa liar lainnya, pembunuhan 
dan penangkapan kera tetap menjadi perhatian khusus karena 
satwa ini memiliki perasaan, hubungan sosial yang kompleks, 
dan hubungan genetik yang erat dengan manusia. Banyak popu-
lasi kera yang jumlahnya menurun drastis dalam beberapa 
dekade terakhir, dan kini hanya ditemukan dalam kelompok-
kelompok kecil yang terfragmentasi. Sangat sulit bagi populasi 
kera untuk kembali pulih dalam populasi yang sehat dan mampu 
terhindar dari kepunahan karena spesies ini memiliki tingkat 
reproduksi yang rendah dan jarak antarkelahiran yang panjang 
(Cheyne, 2010; Furuichi et al., 1998; Sugiyama dan Fujita, 2011).

Semua spesies kera, kecuali owa hoolock timur, termasuk dalam 
kategori ‘genting’ (endangered/EN) atau ‘kritis’ (critically endan-
gered/CN) dalam Daftar Merah (Red List) International Union for 
Conservation of Nature (IUCN). Dengan diakuinya status rentan 
spesies kera, maka spesies ini pun dilindungi oleh Konvensi 
Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies 
Terancam Punah (CITES). Perjanjian global ini melarang segala 
bentuk perdagangan kera secara internasional dengan men-
cantumkan daftar semua spesies kera dalam Lampiran I. 
Perlindungan dalam negeri diatur oleh masing-masing pemerin-
tah dan detailnya bervariasi di negara-negara wilayah jelajah 
kera, tetapi perburuan kera tetap dianggap ilegal di semua 
negara habitat ini (Meijaard et al., 2010b). 

Dalam dokumen ini, istilah perburuan dan perburuan liar merujuk 
pada pembunuhan kera (yang produknya kemungkinan diperda-
gangkan atau mungkin saja tidak) dan penangkapan satwa ini dari 
alam liar untuk perdagangan kera hidup. Perburuan merupakan 
langkah pertama dalam rantai perdagangan ilegal yang dapat men-
cakup kera hidup, daging kera, atau bagian tubuh kera yang telah 
dibunuh. Perdagangan (trafficking) dalam dokumen ini adalah ber-
bagai kegiatan yang melanggar hukum nasional ataupun interna-
sional dan terjadi di sepanjang rantai perdagangan ilegal satwa liar. 

Hal lain yang dibahas dalam bagian ini adalah tiga jenis perda-
gangan kera (perdagangan daging satwa liar, bagian tubuhnya, 
dan satwa hidup) yang semuanya diawali dengan adanya perbu-
ruan kera di alam liar (Coad et al., 2019). Belum diketahui bentuk 
perdagangan mana yang merupakan ancaman terbesar bagi 
populasi kera di dunia. Oleh karena itu, semua bentuk perdagan-
gan harus dipahami dan ditangani oleh para pembuat kebijakan. 

Perdagangan Daging Satwa Liar

Perdagangan daging satwa liar mencakup pembunuhan kera yang 
diikuti dengan penjualan daging kera segar atau asap untuk dikon-
sumsi manusia. Daging kera dikonsumsi di negara wilayah jelajah 
kera dan juga diperdagangkan secara internasional. Adanya kon-
sumsi daging kera dalam negeri di berbagai negara wilayah jelajah 
kera berkaitan dengan ketersediaan, harga, dan preferensi rasa, 
sedangkan daya beli dikaitkan dengan status sosial ekonomi, khu-
susnya di daerah perkotaan (Nijman, 2005). Secara internasional, 
konsumsi daging kera dengan harga yang jauh lebih tinggi dikait-
kan dengan budaya dan persepsi akan kebanggaan dan status. 

Perburuan satwa liar untuk diambil dagingnya tidak hanya dialami 
kera dan perburuan ini terjadi di berbagai belahan dunia yang ber-
gantung pada satwa liar sebagai sumber protein. Di pasar-pasar di 
Afrika, proporsi monyet dan kera dalam penjualan daging satwa liar 
jarang sekali lebih dari 20% dari total (Cawthorn dan Hoffman, 2015; 
Robinson dan Bennett, 2004). Terkadang perburuan kera dan owa 
di Asia Tenggara, secara khusus dilakukan untuk diambil dagingnya, 
meski belum banyak informasi yang tersedia mengenai pasar ini dan 
jumlah daging yang dikonsumsi (Harrison et al., 2016; Stokes, 2017).

Perdagangan Bagian Tubuh Kera 

Perdagangan bagian tubuh kera mengikuti pola perdagangan yang 
sama dengan perburuan daging satwa liar. Rantai pasoknya dimulai 
di hutan, pemburu memberikan kepada pedagang yang akan 
menyelundupkan produk kera ke tujuan akhir di dalam negeri atau-
pun luar negeri (Brown, 2006). Pemanfaatan bagian tubuh kera di 
dalam negeri sering kali dikaitkan dengan sistem kepercayaan. Di 
beberapa tempat, misalnya, kepemilikan satwa ini diyakini dapat 
memberikan perlindungan, memiliki kekuatan penyembuhan, atau 
memberikan kekuatan (CITES dan GRASP, 2006; Nforngwa, 2017; 
Zhou et al., 2005). Di seluruh dunia, ada indikasi bahwa bagian tubuh 
kera, seperti tengkorak, dihargai sebagai trofi dan tulang kera banyak 
diminati untuk digunakan dalam pengobatan tradisional (Nforngwa, 
2017). Skala perdagangan bagian tubuh kera tidak tercatat dengan 
baik, tetapi pengamatan oleh Last Great Ape Organization menun-
jukkan bukti adanya peningkatan minat terhadap produk satwa ini. 
Sebagai contoh, pada tahun 2015, diperkirakan ada 900 teng-
korak kera yang diperdagangkan di Afrika (Clough dan May, 2018). 

Perdagangan Kera Hidup 

Penangkapan kera liar hidup secara ilegal umumnya menarget-
kan bayi kera untuk dijual di pasar dalam negeri ataupun interna-
sional. Perdagangan kera hidup ini didorong oleh permintaan 
akan kera untuk ditampilkan di pameran, dipelihara sebagai 
hewan peliharaan eksotis, atau digunakan sebagai hewan peng-
hibur (Clough dan Mei, 2018; Greengrass, 2015). Tujuannya men-
cakup sirkus, rumah pribadi, taman safari dan kebun binatang, 
serta fasilitas pelatihan yang melayani industri hiburan termasuk 
periklanan, film, pemasaran, dan televisi. Perdagangan kera 
hidup mencakup rantai kegiatan ilegal yang kompleks yang 
dapat meliputi pemalsuan izin atau penyelundupan kera dalam 
pengiriman hewan yang legal (Stiles, 2016). Penyelundup yang 
memperdagangkan kera hidup juga diketahui menggunakan 
pesawat sewaan, komersial, atau pribadi (Stiles, 2016). 

Karena perdagangan kera hidup menarik perhatian media global, 
perdagangan ini lebih dipahami daripada bentuk perdagangan lain-
nya, dan upaya yang lebih besar tengah dilakukan untuk mengata-
sinya (Shukman dan Piranty, 2017). Jumlah kera yang ada di suaka 
dan yang tercantum pada catatan penyitaan kera dari perdagangan 
ilegal menunjukkan perkiraan besarnya skala permasalahan ini 
(Stiles et al., 2013). Antara tahun 2005 hingga 2011, misalnya, para 
peneliti percaya bahwa sekurangnya ada 3.000 kera besar diambil 
dari alam liar setiap tahunnya, dari jumlah tersebut simpanse 
diperkirakan sekitar dua pertiganya. Karena simpanse memiliki pop-
ulasi yang terbesar dan sebaran terluas dari semua kera di Afrika, 
maka simpanse yang paling terdampak dalam perburuan ini. Selain 
itu, berdasarkan penelitian yang ada, diperkirakan sekurangnya 
500 orang utan, 400 gorila, dan 150 bonobo ditangkap setiap 
tahunnya. Namun demikian mengingat sifat pembunuhan, pen-
angkapan dan perdagangan kera yang rahasia, penelitian tersebut 
cenderung menilai jumlah kera yang sebenarnya terlalu rendah. 

Akan tetapi jumlah kera hidup yang diambil hanya mewakili seba-
gian kecil dari dampak bentuk perdagangan ini terhadap popu-
lasi kera. Karena target perdagangan kera hidup ini adalah kera 
muda, maka dampak yang terjadi kemungkinan besar jauh lebih 
tinggi terhadap komunitas kera yang menjadi target tersebut. 
Bagi setiap individu kera yang ditangkap, banyak di antaranya 
yang kemungkinan terbunuh dalam proses perburuan. Hal ini 
karena sebagian besar kera membentuk kelompok sosial dengan 
ikatan yang kuat. Pengambilan bayi kera akan menyebabkan 
pembunuhan kera dewasa yang berupaya melindunginya. 
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Skala dan Dampak

Karena habitat kera utamanya berada di hutan terpencil, yang pen-
egakan hukum atau kapasitas pemantauan lingkungannya kerap 
kali terbatas, maka dampak keseluruhan dari pembunuhan, pen-
angkapan, dan penangkapan kera sangat sulit untuk diukur. Bukti 
yang ada menunjukkan bahwa permintaan akan kera dan produk 
kera telah meningkat baru-baru ini (yang mendorong lebih banyak 
perburuan) dan berdampak negatif terhadap populasi kera 
(Meijaard et al., 2010b; Spehar et al., 2018; Stiles et al., 2013; 
Turvey et al., 2018). Di seluruh benua Asia dan Afrika, antara tahun 
2005 hingga 2011 diperkirakan lebih dari 22.000 kera besar yang 
dibunuh atau ditangkap untuk memasok perdagangan ilegal satwa 
liar (Stiles et al., 2013). Pada tahun 2015–2016, pusat penyelama-
tan di Asia Tenggara menampung 747 owa, sehingga peluang 
untuk perdagangan spesies ini pun berkurang (Kheng et al., 2017; 
Nijman, Yang, Martinez dan Shepherd, 2009; Smith et al., 2018).

Perburuan menjadi Ancaman terhadap 
Kelangsungan Hidup Kera 

Dampak langsung utama dari perburuan kera adalah berkurangn-
ya populasi kelompok yang terdampak, yang kemudian dapat 
menyebabkan kepunahan lokal (Tranquilli et al., 2012). Selain 
kematian seketika pada individu kera, perburuan juga dapat men-

gakibatkan cedera pada individu lainnya. Cedera ini dapat mengu-
rangi keberhasilan perkembangbiakan (breeding), masa hidup, 
dan kesejahteraan psikologis kera. Kelompok gorila dan kera 
besar lainnya di Afrika juga dapat mengalami dampak sosial dari 
perburuan. Contohnya, pembunuhan gorila jantan punggung 
perak dapat mendorong kehancuran kelompok dan pembunu-
han bayi gorila oleh gorila jantan lainnya (Kalpers et al., 2003; 
Robbins et al., 2013; Watts, 1989).

Kelangsungan hidup kera di alam liar dapat dipengaruhi oleh tingkat 
perburuan yang mempengaruhi populasi (Brockelman dan 
Geissmann, 2019). Bahkan tekanan perburuan yang rendah sekali-
pun dapat menyebabkan penurunan yang parah pada populasi 
kera, karena sejarah hidup kera yang lama dengan tingkat reproduk-
sinya yang rendah (Cheyne, 2010; Furuichi et al., 1998; Sugiyama 
dan Fujita, 2011). Penelitian yang ada menunjukkan bahwa mening-
katnya jumlah kematian satwa ini berdampak pada kelangsungan 
hidup suatu populasi kera (Carlsen et al., 2012; Fan et al., 2013; 
Smith et al., 2018; Turvey et al., 2015). Sebagi contoh, analisis via-
bilitas yang dilakukan terhadap simpanse barat mengungkapkan 
bahwa populasi yang kurang dari 100 individu setidaknya memiliki 
50% risiko kepunahan selama 100 tahun ke depan bahkan jika 
mereka mengalami kehilangan individu sebesar 3% setiap tahunnya 
(Carlsen et al., 2012). Pada akhirnya, populasi yang terdampak akan 
berada di bawah ambang batas tertentu yang membuat kawin seda-
rah, kegagalan reproduksi, sehingga kepunahan tak terelakkan lagi. 

Sejak tahun 1990-an, semakin banyak pemanfaatan orang utan dalam pariwisata dan pertunjukan hiburan di Thailand. Satu iklan online ‘pertunjukan tinju’ orang utan menjanjikan 
pengunjung aksi lucu kera yang mengenakan pakaian petinju dan ‘menarik perhatian’ penonton ‘dengan bakat matematikanya’. Pada akhir tahun 2003, tes DNA membuktikan lebih 
dari separuh orang utan di Safari World diselundupkan dari Indonesia. Safari World. © PEGAS
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Dampak Ekosistem 

Sebagai mamalia besar yang tinggal di hutan, kera dapat menjadi 
spesies indikator untuk kesehatan secara menyeluruh ekosistem 
yang dihuninya dan memberikan umbrella effect (efek perlindun-
gan) yang besar bagi keanekaragaman hayati. Kera besar pada 
umumnya merupakan penyebar biji besar (>1 cm) yang efisien, 
yang sulit disebarkan oleh hewan-hewan yang lebih kecil, dan 
mereka juga dapat membatasi reproduksi tumbuhan, sehingga 
membantu menjaga keseimbangan sistem alam (Leighton, 1993; 
Tutin et al., 1991). Kera juga merupakan representasi satwa langka 
dan ikonik untuk alam yang menarik banyak sekali minat global, 
sehingga dapat membantu menginspirasi perlindungan lingkungan 
yang lebih luas. Upaya melindungi kera memberikan manfaat bagi 
habitatnya, satwa liar lainnya yang ada di dalam habitat tersebut, 
dan jasa ekosistem yang diberikan oleh alam kepada manusia. 

Hutan tropis yang dihuni kera merupakan sumber makanan, 
obat, tempat tinggal, dan air yang sangat penting bagi masyarakat 
adat dan masyarakat setempat lainnya. Selain itu, hutan-hutan ini 
juga kaya akan keanekaragaman hayati dan dapat menyimpan 
karbon, yang penting bagi kesejahteraan semua manusia. 
Meskipun dampak jangka panjang akibat pengambilan kera dari 
ekosistem hutan belum sepenuhnya diketahui, para ilmuwan 
mengantisipasi bahwa hilangnya kera-kera ini dapat menyebab-
kan berkurangnya keanekaragaman tumbuhan dan mengubah 
struktur habitat (Beaune, 2015; Nuñez-Iturri dan Howe, 2007; 
Petre et al., 2013). Selain itu, meningkatnya keberadaan manu-
sia di hutan meningkatkan risiko masuknya spesies bukan asli 
yang dapat mengancam ekosistem (Karesh et al., 2005; Nijman, 
2010; Westphal et al., 2008).

Penularan Penyakit 

Mengingat kesamaan genetik antara manusia dan kera liar, maka 
kontak antara manusia dan kera menimbulkan bahaya. Karena 
patogen dari manusia dapat sangat membahayakan kera, maka 
penularan penyakit menjadi ancaman bagi konservasi populasi 
kera liar (Dunay et al., 2018). Demikian pula, kera hidup dan 
bangkai kera dapat menularkan patogen zoonosis kepada manu-
sia. Wabah penyakit menular, misalnya virus-virus yang berkaitan 
dengan penyakit pernapasan, Ebola, dan AIDS, awalnya berasal 
dari kera (Hahn et al., 2000; Hoppe et al., 2015; Richard et al., 
2016). Sebagaimana disaksikan selama pandemi COVID-19 di 
dunia, patogen zoonosis dari kera dan satwa liar lainnya menjadi 
ancaman yang serius dan ancaman global bagi kesehatan 
manusia (Gillespie, Nunn, dan Leendertz, 2008). Membiarkan 
kera di alam liar dan menjauhkannya dari manusia harus dilaku-
kan demi keselamatannya serta keselamatan orang-orang di 
seluruh dunia. Volume kelima seri Negara Kera akan membahas 
kesehatan kera secara terperinci, termasuk penularan penyakit. 

Pertimbangan Etis

Perdagangan kera hidup memunculkan pertanyaan etis terkait 
penanganan individu kera yang telah diselamatkan atau disita 
dari perdagangan ilegal. Sebagian besar spesies kera tidak 
dapat dengan mudah atau dengan aman dikembalikan ke alam 
liar setelah terhabituasi dengan manusia dan terpapar patogen 
manusia. Di saat yang sama, melakukan eutanasia pada kera 
tidaklah etis ataupun legal, kecuali kera tersebut menderita 
penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau mengalami rasa 
sakit yang luar biasa. Oleh karena itu, pendekatan yang paling 
etis adalah merawat kera yang berada dalam kurungan secara 
manusiawi hingga reintroduksi ke alam liar dapat dilakukan, jika 

KOTAK 1 
Kesenjangan Pengetahuan 

Mengingat tidak banyak studi pemantauan jangka panjang yang 
terperinci mengenai dampak pembunuhan, penangkapan, dan 
perdagangan pada kera, maka kesenjangan informasi yang ada 
menjadi kendala utama dalam pembuatan kebijakan (Booker 
and Roe, 2017; Rovero et al., 2015). Oleh karena itu, bukti men-
genai efektivitas relatif berbagai strategi yang dilakukan untuk 
melindungi kera dari perburuan masih terbatas. 

Untuk memahami sepenuhnya dampak, skala, dan faktor pen-
dorong yang mendasari pembunuhan, penangkapan, dan perda-
gangan kera, diperlukan investasi dalam pengumpulan dan anali-
sis data lainnya. Para ilmuwan dan peneliti dari Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), yayasan, dan akademisi harus meningkatkan 
sumber daya yang didedikasikan untuk memantau dampak inter-
vensi. Pemerintah dapat mendukung upaya ini dengan cara mem-
berikan akses ke habitat kera dan mendorong kementerian terkait 
untuk bekerja sama dalam studi terkemuka tersebut. Karena 
penelitian baru telah dipublikasikan dan pengetahuan lebih lanjut 
telah tersedia, hal ini harus diberitahukan dalam pembuatan kepu-
tusan dan pengembangan strategi konservasi kera.

memungkinkan. Jika reintroduksi tidak dapat dilakukan, kera 
harus diberikan perawatan berkualitas tinggi dan penuh kasih 
sayang selama hidupnya. Karena sebagian besar suaka kera 
sudah mencapai kapasitasnya, dan memerlukan biaya yang 
mahal untuk mengelolanya secara bertanggung jawab, maka 
dukungan dan sumber daya yang lebih besar untuk kesejahter-
aan kera dalam kurungan wajib diberikan secara etis. 

Faktor Pendorong 

Tata Kelola yang Buruk dan Ketersediaan 
Senjata 

Jika korupsi terus merajalela, penegakan hukum yang dilaku-
kan tidak memadai, dan komitmen politik masih kurang, maka 
perdagangan kera dapat berkembang pesat. Terbatasnya kesa-
dartahuan akan hukum dan sanksinya yang kurang memberi-
kan efek jera, disertai dengan mudahnya akses ke pasar juga 
mendorong terjadinya pembunuhan, penangkapan, dan perda-
gangan kera (Harrison et al., 2015). Pada wilayah dengan tata 
kelola yang lemah, para pejabat mungkin akan rentan terhadap 
penyuapan, tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk 
menegakkan hukum, atau enggan menangkap pelaku yang 
berpengaruh dan memiliki hubungan baik dengannya (Lindsey 
et al., 2012; Rodriguez et al., 2019). Keseriusan dari perdagan-
gan satwa liar ini tidak boleh diremehkan begitu saja karena hal 
ini berkaitan dengan jaringan pelaku kejahatan transnasional 
dengan rute yang dibangun untuk menyelundupkan barang-
barang ilegal lainnya, termasuk obat-obatan dan senjata api 
(Cook, Roberts, dan Lowther, 2002).

Alat dan teknologi yang canggih seperti kamera malam (night 
vision) dan kamera termal, senapan dan perangkap, dan bahkan 
helikopter digunakan untuk memburu satwa liar yang statusnya 
kritis (Coad et al., 2019). Walaupun beberapa kera ditangkap aki-
bat jerat yang dipasang sembarangan di seluruh area yang luas 
dalam perburuan subsisten untuk menangkap satwa, sebagian 
besar kera dibunuh dengan sengaja menggunakan senjata api 
(Fa, Ryan, dan Bell, 2005). Selama senjata jarak jauh seperti sen-
apan masih tersedia, maka tekanan perburuan terhadap kera 
pun terus meningkat (Marshall et al., 2006; Meijaard et al., 2010a). 
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Ketahanan Pangan dan Kurangnya Opsi Mata 
Pencaharian 

Faktor pendorong signifikan perdagangan ilegal satwa liar adalah 
hasrat mendapatkan keuntungan, dan masyarakat yang tinggal 
di wilayah dengan tingkat pengangguran yang tinggi atau penda-
patan yang rendah kemungkinan besar akan turut berpartisipasi 
dalam perdagangan ini (Duffy dan St John, 2013; Duffy et al., 
2016; Harrison et al., 2015). Peluang ekonomi yang terbatas dan 
kurangnya sumber protein yang memadai dengan harga terjang-
kau tercatat menjadi faktor yang turut berkontribusi, selain konf-
lik, ketidakamanan, dan kurangnya opsi mata pencaharian (de 
Merode dan Cowlishaw, 2006; Kümpel et al., 2010). 

Beberapa rumah tangga yang berada di negara wilayah jelajah 
kera bergantung pada daging satwa liar sebagai satu-satunya 
sumber protein hewani (Hickey et al., 2016). Beberapa kera ter-
bunuh atau mengalami cacat permanen karena ketidaksengajaan, 
misalnya ketika pemburu subsisten tidak sengaja menjebak kera 
dengan jerat yang ditujukan untuk satwa lain. Karena produk kera 
dihargai tinggi di pasar gelap dan dapat menjadi sumber penghasi-
lan, maka faktor pendorong ekonomi pun kerap kali ditemukan 
bersamaan dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar 
(Duffy dan St John, 2013; Harrison et al., 2015; TRAFFIC, 2008).

Kedekatan 

Seiring dengan meningkatnya populasi manusia dan adanya 
perambahan lebih jauh hingga ke dalam habitat kera, maka 

manusia dan kera pun semakin bersaing untuk memperoleh 
sumber daya yang sama hingga menimbulkan konflik satu 
sama lain (Campbell-Smith et al., 2010; Nijman, 2009; Stiles et 
al., 2013; Utami-Atmoko et al., 2017). Kera diketahui kadang 
kala merusak tanaman pertanian yang ditanam di dalam atau 
dekat wilayah jelajahnya dan tercatat beberapa kasus simpanse 
yang menyerang dan membunuh manusia, terutama anak-anak 
(Hockings dan Humle, 2009; Hockings dan McLennan, 2012).

Orang-orang terkadang memburu kera saat mereka memasuki 
perkebunan atau desa demi mencegah atau melakukan tindak 
balas akibat penyerangan terhadap tanaman pangan, membela 
diri, atau karena alasan ketakutan akan keamanan pribadi atau 
masyarakat (Ancrenaz, Dabek, dan O'Neil, 2007; Baker, 
MilnerGulland, dan Leader- Williams, 2012; Davis et al., 2013; 
Meijaard et al., 2011). Jenis perburuan ini sebagian besar ter-
jadi di lanskap pertanian dan hutan yang tidak dilindungi. Di 
kawasan ini, keterlibatan dalam perdagangan kera sering kali 
bersifat oportunis, bukan terorganisasi. 

Perluasan Industri dan Infrastruktur 

Sebagaimana dibahas pada volume Negara Kera sebelumnya, 
kera berada di bawah berbagai tekanan antropogenik yang 
beberapa di antaranya berkaitan dengan konversi pertanian 
industri, pembangunan infrastruktur, dan eksploitasi minyak 
dan gas. Perluasan industri hingga ke dalam habitat kera yang 
berdampak langsung terhadap kera, misalnya perubahan per-
ilaku, gangguan, hilangnya habitat, cedera dan kematian, serta 

Faktor pendorong ekonomi maupun geografi memiliki keterkaitan dengan konsumsi daging satwa liar, masyarakat termiskin di wilayah pedesaan yang mengonsumsi paling banyak daging 
satwa liar. Sementara di wilayah perkotaan, masyarakat terkaya yang mengonsumsi daging satwa liar yang terbanyak. Daging satwa liar dan bagian tubuhnya yang disita, Lomié, Kamerun.  
© LAGA dan The EAGLE Network
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dampak tidak langsung, misalnya penyakit, perburuan, dan 
polusi, yang diakibatkan oleh semakin banyaknya permukiman 
manusia. Proyek industri menarik orang-orang yang mencari 
peluang ekonomi, dan jaringan infrastruktur linier memfasilitasi 
aksesnya menuju wilayah terpencil (Hickey et al., 2013; 
Laurance et al., 2008; Maisels et al., 2013). Adanya infrastruktur 
juga memudahkan pengangkutan produk ilegal dari hutan ter-
pencil ke pasar di kota. 

Ada korelasi yang kuat dan tercatat dengan baik antara berpin-
dahnya permukiman manusia (ke wilayah yang sebelumnya 
terisolasi, lalu menjadi wilayah pembangunan industri dan 
infrastruktur) dan perburuan satwa liar (Auzel dan Wilkie, 2000; 
Lanjouw, 2015; Poulsen et al., 2009; White dan Fa, 2014; Wilkie 
dan Carpenter, 1999; Wilkie et al., 2000). Khusus untuk popu-
lasi kera, menurunnya kelimpahan dan kepadatan populasi kera 
yang habitatnya berdekatan dengan jalan dan pemukiman 
manusia diakibatkan oleh tekanan perburuan seiring dengan 
meningkatnya akses manusia terhadap habitat kera (Espinosa, 
Branch, dan Cueva, 2014; Fa, Ryan, dan Bell, 2005; Hickey et 
al., 2013; Kuehl et al., 2009; Poulsen, Clark, dan Bolker, 2011). 
Selain itu, permukiman manusia di dalam atau di dekat habitat 
kera juga meningkatkan risiko kematian akibat konflik antara 
manusia dan kera (Poulsen et al., 2009).

Budaya dan Kepercayaan 

Sikap dan perilaku terhadap satwa liar berbeda-beda antar-
pribadi maupun antarmasyarakat. Bagi beberapa kelompok, 
kera dipandang sebagai hewan suci, pelindung, reinkarnasi 
leluhur, ataupun totem (CCFU, 2018). Di beberapa lokasi, tabu 
secara budaya atau agama melarang perburuan dan penjualan 

bagian tubuh kera untuk konsumsi, upacara, jimat, dan obat 
tradisional. Selain itu, hadirnya peneliti atau petugas penegak 
hukum di beberapa kawasan lindung telah membatasi peman-
faatan produk kera (Campbell et al., 2011; Oates et al., 2007; 
Tagg et al., 2015). 

Di lokasi lain, kepercayaan dan praktik budaya diketahui men-
dorong adanya perdagangan kera, meskipun data spesifik 
untuk negara wilayah jelajah kera dan pasar internasional masih 
terbatas. Ada banyak orang yang menggunakan obat tradis-
ional untuk menyembuhkan dan mengobati penyakit umum. 
Sebagai contoh, di Laos, tulang primata yang mungkin juga 
berasal dari owa digunakan untuk menyembuhkan demam dan 
kencing nanah (gonore) (Duckworth, 2008). 

Di Kamerun, adanya kepercayaan bahwa bagian tubuh kera 
memiliki khasiat dan kekuatan pengobatan, ritual, atau bahkan 
mistis telah mendorong permintaan akan bagian tubuh satwa 
ini. Demikian pula halnya, kepercayaan bahwa mengonsumsi 
produk gorila dapat memberikan kekuatan bagi orang yang 
memakannya telah memunculkan praktik membakar dan meng-
giling tulang gorila untuk membuat obat kuat tradisional (Clough 
dan May, 2018). Selain itu, penggunaan totem kera telah ter-
catat di beberapa wilayah Kamerun, Republik Afrika Tengah, 
Republik Demokratik Kongo, Gabon, Liberia, Nigeria, Tanzania, 
dan Uganda (Drani dan Infield, 2014).

Status 

Di beberapa tempat dan konteks budaya, kepemilikan kera seba-
gai hewan peliharaan atau konsumsi daging kera dikaitkan dengan 
status sosial ekonomi yang tinggi di dalam maupun di luar negara-
negara wilayah jelajah kera. Ironisnya, daging satwa liar kerap 
dikonsumsi oleh masyarakat termiskin di daerah pedesaan, tetapi 
orang terkaya di daerah perkotaan menganggapnya sebagai 
barang mewah yang disajikan pada acara-acara khusus untuk 
memamerkan kekayaan atau mengesankan tamu (Brashares et 
al., 2011). Permintaan internasional sering dikaitkan dengan 
masyarakat diaspora, dan ekspor daging satwa liar telah tercatat 
di Eropa, Amerika Serikat, Timur Tengah, dan Asia (Chaber et al., 
2010; Clough dan May, 2018). Tingkat konsumsi daging kera di 
negara bukan habitat kera kemungkinan besar lebih rendah 
daripada konsumsi di negara habitat kera (Brown, Fa, dan 
Gordon, 2007; Harris dan Karamehmedovic, 2009). Karena dae-
rah perkotaan yang maju memiliki akses yang melimpah terha-
dap sumber protein alternatif, termasuk pasokan produk daging 
ternak, maka daging satwa liar tidak lagi dibutuhkan untuk keta-
hanan pangan konsumen perkotaan ini (Wilkie et al., 2016). 

Perdagangan Online 

Pada beberapa tahun terakhir, kegiatan perdagangan satwa liar 
baik legal maupun ilegal telah bergeser dari pasar tradisional 
terbuka ke platform media sosial dan forum online (IFAW, 2008; 
2014; Kramer et al., 2017). Platform ini memungkinkan peda-
gang untuk mengendalikan akses terhadap forum yang ada, 
sehingga penegakan hukum dapat dihindari (Krishnasamy dan 
Stoner, 2016). Penjual dan pembeli dapat terlibat dalam diskusi 
pribadi secara online yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur 
pertukaran ilegal (Smith dan Cheyne, 2017; Stiles, 2016). 
Adanya penggunaan kelompok yang tertutup dan forum yang 
dilindungi kata sandi mempersulit dilakukannya pemantauan 
terhadap tingkat perdagangan online kera atau evaluasi terha-
dap ancaman yang ditimbulkannya kepada populasi (IFAW, 
2014; Krishnasamy dan Stoner, 2016). 

Penjualan owa di media sosial (kiri) serta "foto bersama satwa liar" bagi wisatawan asing 
di sebuah pantai di Thailand (kanan). Sumber: tangkapan layar tahun 2017 dan 2018
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Terlepas dari tantangan ini, penjualan kera telah tercatat pada 
platform media sosial yang terbuka maupun yang tertutup (Hastie 
dan McCrea-Steele, 2014; Phassaraudomsak dan Krishnasamy, 
2018; Stiles, 2016). Sebagai contoh, investigasi yang dilakukan 
pada tahun 2018 menemukan adanya 11 akun Instagram dan 10 
grup Facebook yang menampilkan iklan owa yang berasal dari 
Indonesia dan Malaysia (Cheyne, tanpa tahun). Pada bulan April 
hingga Juni 2018, tercatat ada 40 iklan owa, dan pada Desember 
2018, tercatat ada 46 iklan. Demikian pula, studi yang dilakukan 
pada tahun 2014-2015 menemukan adanya iklan di media 
sosial terhadap lebih dari 300 individu satwa liar dari sekitar 80 
spesies yang berbeda, termasuk owa dan satwa liar yang dil-
indungi lainnya (Krishnasamy dan Stoner, 2016). 

Media sosial semakin melancarkan perdagangan kera melalui prak-
tik populer, yaitu mengirim "swafoto" yang diambil bersama satwa 
liar, misalnya owa muda. Foto wisatawan bersama kera yang ada 
dalam kurungan dapat memprovokasi undang-undang perlindun-
gan satwa, meningkatkan permintaan akan penangkapan satwa ini 
dari hutan, dan menimbulkan anggapan swafoto dan foto bersama 
satwaliar ini adalah perilaku yang normal (Malone et al., 2003).

Rekomendasi Kebijakan 

Mengembangkan Kerangka Hukum 
Efektif

Kerangka Hukum Dalam Negeri 

Semua kera dilindungi hukum di negara habitat kera, tetapi 
firma intelijen hukum, Legal Atlas, menemukan bahwa ada 
banyak celah yang perlu dilengkapi untuk menjamin 

pelaksanaan perlindungan penuh bagi kera. Dari pemeriksaan 
yang dilakukan perusahaan terhadap kerangka hukum di 17 
negara wilayah jelajah kera, Legal Atlas mengidentifikasi adanya 
kelemahan terkait pengolahan, pengangkutan, dan penyimpanan 
satwa liar, serta iklan, pameran, kepemilikan, dan perawatan 
untuk kesejahteraannya (Legal Atlas, tanpa tahun). Kerangka 
hukum yang lemah dan tidak efektif memungkinkan para peda-
gang, terutama mereka yang berada di tingkat menengah dan 
tinggi dalam rantai perdagangan, menjalankan bisnis ilegal mere-
ka yang menguntungkan dengan risiko rendah untuk dapat dide-
teksi, ditangkap, dituntut, atau dihukum (Clough dan May, 2018). 

Legal Atlas menyatakan bahwa peluang penegakan hukum akan 
meningkat jika semua kera, termasuk spesies asli dan bukan asli, 
dimasukkan dalam daftar dilindungi di undang-undang perlindun-
gan satwa liar di semua negara. Spesies-spesies tersebut harus 
dicantumkan sebagai satwa yang dilindungi di negara-negara yang 
bukan habitat mereka sehingga ada lebih banyak hal yang dapat 
dilakukan untuk menghentikan diperdagangkannya satwa tersebut 
lintas negara. Di sebagian besar wilayah yurisdiksi, spesies yang 
telah dicantumkan berhubungan dengan beberapa undang-undang 
yang mengatur tentang bagian-bagian rantai perdagangan dan 
memberlakukan pembatasan, seperti larangan atau persyaratan 
untuk memberikan lisensi atau izin (Legal Atlas, tanpa tahun). Selain 
memasukkan semua kera sebagai spesies yang dilindungi, pem-
buat kebijakan harus secara jelas mengkriminalisasi semua perda-
gangan dalam negeri maupun luar negeri, kepemilikan, dan peman-
faatan kera liar atau produk kera. Kerangka hukum harus mengatur 
tentang perburuan, pengangkutan, penyimpanan, pameran, eks-
perimen, periklanan, dan kesejahteraan (Legal Atlas, tanpa tahun).

Untuk melawan perdagangan kera dan spesies lain, rangkaian kebi-
jakan, perangkat hukum, dan penegakan hukum yang terpadu dan 

menyeluruh diperlukan untuk menangani semua pelaku yang terli-
bat. Karena perdagangan ilegal kera memiliki cakupan global dan 
terdiri dari serangkaian tindak pidana yang kompleks, semua nega-
ra harus melakukan peninjauan terhadap kerangka hukum dan 
kerangka peraturan nasionalnya sebagai langkah pertama menuju 
perbaikan. Mengingat hubungan antara perdagangan satwa liar 
dan kegiatan kriminal lainnya yang lihai, maka perdagangan ini 
harus dianggap sebagai masalah tata kelola inti, bukan diperlaku-
kan hanya sebagai suatu masalah konservasi (Robertson, 2017). 

Berbagai tindakan diperlukan untuk menyusun kerangka hukum 
yang efektif, dan pelaksanaannya bergantung pada kerja sama 
antarotoritas terkait (Roe dan Booker, 2019). Untuk memulai hal 
ini, pembuat kebijakan harus menerapkan undang-undang 
yang tegas yang dapat membuat pelanggar bertanggung jawab 
atas tindak pidananya terlepas dari apakah tindakan itu dilaku-
kan di bagian bawah atau atas rantai perdagangan. Selanjutnya, 
diperlukan penguatan terhadap penegakan hukum yang ditar-
getkan dan sistem peradilan pidana untuk menyelidiki dan men-
untut kejahatan terhadap satwa liar secara efektif. Selain itu, 
hukuman bagi terpidana harus cukup kuat untuk menimbulkan 
efek jera bagi orang lain. Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan 
Kejahatan (UNODC) menawarkan panduan terperinci bagi pem-
buat kebijakan tentang penyusunan peraturan perundangan 
yang melindungi satwa liar dengan mengkriminalisasi kejahatan 
serius dan memungkinkan penuntutan terhadap para pelaku 
kejahatan tersebut melalui sistem peradilan (UNODC, 2018).

Sanksi Hukum

Untuk mencegah niat jahat dan membatasi kesempatan yang ada, 
entitas penegak hukum harus meningkatkan upaya yang dibutuhkan 
untuk mengatasi kejahatan terhadap satwa liar dan meningkatkan 
kemungkinan ditangkapnya pelaku kejahatan (Clarke, 2009). Pada 
saat yang sama, imbalan yang diperoleh dari kejahatan tersebut harus 
dikurangi dan berbagai risikonya ditingkatkan. Untuk mencapainya, 
para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan berbagai kon-
sekuensi, termasuk penyitaan aset, hukuman penjara, dan denda.

Untuk menentukan denda yang tepat bagi suatu kejahatan, 
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi 
(Organisation for Economic Co-Operation and Development/
OECD) menyediakan tiga pedoman umum. Pertama, denda harus 
lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari tindakan kejaha-
tan. Kedua, denda harus menghilangkan keuntungan finansial 
dengan cara menyesuaikan besarnya denda dengan sesuatu yang 
diperdagangkan secara ilegal. Ketiga, denda harus sebanding 
dengan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan (OECD, 2009). 

Walaupun tidak ada kesepakatan global terkait berapa lama huku-
man penjara yang diberikan bagi kejahatan terhadap satwa liar, 
Konvensi PBB Anti Kejahatan Terorganisir Lintas Negara (United 
Nations Convention Against Transnational Organized Crime/
UNTOC) merekomendasikan agar para pembuat kebijakan men-
jadikan perdagangan ilegal terhadap spesies genting sebagai 
kejahatan serius (UNGA, 2020). Demikian pula, pada tahun 2015, 
Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly/UNGA) 
menerbitkan resolusi yang menyerukan agar negara-negara ang-
gota menganggap kejahatan ini sebagai kejahatan serius (UNGA, 
2015). Berdasarkan pedoman UNTOC, pelaku kejahatan serius 
harus dikenakan hukuman penjara minimum empat tahun. 
Meskipun sebagian besar negara anggota PBB tidak member-
lakukan hukuman penjara empat tahun untuk kejahatan terhadap 
satwa liar sebelum resolusi tahun 2015, negara-negara ini didesak 
untuk memberlakukannya sebagai upaya yang penting dalam 
mencegah aksi para pedagang ilegal (UNODC, 2016). 
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Korupsi memiliki relevansi tertentu terhadap kera besar dan men-
gurangi efektivitas kerangka hukum (CITES, 2019). Perusahaan 
kriminal terorganisasi diketahui mengeksploitasi para pejabat 
dari sektor perusahaan dan pemerintah (Legal Atlas, tanpa 
tahun). Sebagai contoh, laporan dari The New York Times men-
dokumentasikan para pejabat pemerintah yang memalsukan izin 
perdagangan satwa liar (Gettleman, 2017). Legal Atlas mereko-
mendasikan agar memberlakukan pidana yang lebih berat terha-
dap kejahatan yang melibatkan adanya unsur pemberat, pejabat 
korup, perdagangan ilegal bernilai tinggi, pelaku kejahatan 
berulang, atau jaringan transnasional. Selain itu, sanksi terha-
dap kejahatan harus mencakup pemecatan pejabat dari 
jabatannya (Legal Atlas, tanpa tahun). Pedoman UNODC terse-
dia bagi pembuat kebijakan yang berupaya membasmi korupsi 
dari otoritas pengelola satwa liar (UNODC, 2019). 

Kerangka Kebijakan Internasional 

Perdagangan satwa liar dalam negeri diatur dalam undang-
undang, misalnya undang-undang pengelolaan satwa liar dan 
undang-undang kehutanan, sedangkan perdagangan internasion-
al diatur dalam Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan 
dan Satwa Liar Spesies Terancam Punah (CITES) PBB. Semua 
spesies kera tercantum dalam Lampiran I CITES, yang menunjuk-
kan bahwa perdagangan internasional terhadap kera adalah keg-
iatan yang ilegal. Organisasi antarpemerintah yang mengatur per-
dagangan kera di luar negara asalnya mencakup UNODC, 
Organisasi Kepabeanan Dunia (World Customs Organization/
WCO), Komisi Polisi Kriminalitas Internasional (INTERPOL), dan 
Kemitraan Kelangsungan Hidup Kera Besar (Great Apes Survival 
Partnership/GRASP). Sayangnya, efektivitas organisasi-organisasi 
tersebut dalam menghentikan perdagangan ilegal kera terhambat 
oleh kurangnya sumber daya. Sebagian besar organisasi tersebut 
bergantung pada pendanaan eksternal dan bukan anggaran inti 
untuk melaksanakan kegiatan pencegahan kejahatan terhadap 
satwa liar. Pemerintah, LSM, dan yayasan yang ada harus mem-
bantu mengatasi masalah ini dengan memberikan dukungan 

keuangan kepada organisasi-organisasi tersebut dan menawar-
kan keahlian teknis dalam inisiatif kolaboratif. 

Pada pertemuan ke-18 Konferensi Para Pihak terkait perjanjian 
CITES, negara-negara anggota menyampaikan resolusi tentang kon-
servasi dan perdagangan kera besar dengan menyebutkan nilai pent-
ing budaya, ekologis, dan ilmiah yang secara khusus dimiliki spesies 
kera sebagai kerabat terdekat manusia di alam liar serta dengan men-
jelaskan status perlindungannya. Resolusi ini menunjukkan kekha-
watiran terhadap populasi semua kera besar di alam liar yang teran-
cam oleh dampak perburuan liar sekaligus kegiatan lainnya yang 
dilakukan oleh manusia, yang menyebabkan penurunan populasi 
yang drastis. Untuk membantu membalikkan tren ini, negara-negara 
anggota didesak untuk memberlakukan undang-undang yang mela-
rang semua perdagangan komersial internasional terhadap kera 
besar, termasuk pemilikan, pertunjukan, pembelian, atau penjualan 
satwa yang ditangkap di alam liar (CITES, 2019). Selain itu, resolusi ini 
mendesak agar negara-negara anggota memperkuat upaya pen-
egakan hukum, misalnya upaya antiperburuan liar dan antipenye-
lundupan, dan menerapkan hukuman demi mencegah terjadinya 
perdagangan ilegal. Jika kera besar, daging, atau bagian tubuhnya 
disita, negara-negara anggota harus menggunakan ilmu forensik 
untuk menentukan negara habitat asal dan berkontribusi terhadap 
basis data yang dikelola oleh CITES, GRASP, dan IUCN. 

Resolusi ini juga mengakui perlunya dukungan internasional bagi 
negara-negara sebaran kera besar sekaligus seruan bagi masyarakat 
internasional untuk segera membantu menindaklanjuti. Pemerintah, 
organisasi antarpemerintah, lembaga bantuan internasional, LSM, 
dan donor secara khusus diminta untuk membantu melakukan pen-
egakan, pelatihan, peningkatan kapasitas, dan inisiatif pendidikan, 
mengembangkan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat yang 
tinggal di sekitar habitat kera, melakukan pemantauan terhadap 
populasi kera besar, memitigasi konflik antara manusia dan satwa 
liar, menawarkan keahlian ilmiah, teknis, dan hukum, menyediakan 
pendanaan, dan memulihkan serta mengelola habitat (CITES, 
2019). Meskipun rekomendasi ini ditujukan untuk kera besar, hal ini 
tetap dapat diterapkan untuk semua spesies kera. 

Jika kera besar atau owa diambil secara ilegal dari alam liar, maka semua tindakan yang menyertainya juga harus secara nyata dilarang oleh undang-undang, mulai dari pengangkutan, 
penyimpanan, pengolahan, pertunjukan, eksperimen, pengiklanan, perdagangan dalam dan luar negeri, pemanfaatan, hingga pemilikan. Tangkapan layar yang diberikan oleh PEGAS.
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Kesejahteraan Kera dalam Kurungan

Kepemilikan kera liar sebagai peliharaan, penggunaannya untuk 
hiburan, dan penampilannya di kebun binatang dan taman safari 
yang tidak dikelola dengan baik dapat membahayakan kesejahter-
aannya. Peraturan yang lebih kuat untuk kesejahteraan kera dan 
penegakan peraturan ini dapat membantu melindungi spesies 
rentan ini dari pengabaian atau penganiayaan fisik dan psikologi. 
Selain itu, asosiasi kebun binatang dunia dengan keahlian mer-
awat kera harus bermitra dengan badan regulasi untuk menyedia-
kan sumber daya guna mendukung kesejahteraan kera di berba-
gai suaka dan menyediakan pedoman tentang beberapa topik, 
misalnya upaya mencegah hibridisasi dan mengurangi angka 
kematian janin dan bayi. Upaya menjamin kesejahteraan kera 
dalam kurungan, yang merupakan makhluk yang sangat cerdas & 
berhubungan dekat dengan manusia, adalah suatu kewajiban etis. 

Sebagaimana dibahas sebelumnya, suaka untuk kera yang dis-
elamatkan maupun yang disita membutuhkan ruang yang lebih 
luas dan dukungan keuangan tambahan untuk dapat menerima 
dan merawat satwa yang saat ini dalam kondisi buruk. 
Pemerintah, LSM, dan yayasan harus berupaya mengalokasi-
kan pendanaan yang lebih besar agar suaka dapat melakukan 
ekspansi hingga mekanisme yang efektif dapat diterapkan 
untuk menghentikan perdagangan ilegal kera, yang seharusnya 
menjadi prioritas terbesar dari pembuat kebijakan. 

Melalui resolusi CITES tahun 2019 terkait kera besar, 182 nega-
ra dan Uni Eropa menegaskan kembali bahwa tidak ada kondi-

si yang membenarkan pengambilan kera di alam liar (CITES, 
2019). Semua negara anggota diperingatkan untuk waspada 
terhadap kera besar dari alam liar yang diperdagangkan, yang 
dianggap merupakan kera hasil penangkaran. Resolusi ini juga 
memahami perlunya bantuan dan dukungan teknis bagi negara 
anggota agar dapat menyita dan merawat kera besar hidup. 
Selanjutnya, negara anggota didesak untuk mengembalikan 
kera besar yang disita ke negara asalnya jika ada pusat-pusat 
penyelamatan yang mampu menjamin kesejahteraannya.  

Menegakkan Kerangka Hukum 

Sebagaimana disebutkan di atas, penyusunan kerangka hukum 
hanyalah langkah pertama dalam mengatasi pembunuhan, pen-
angkapan, dan perdagangan kera. Tanpa penegakan undang-
undang yang efektif dan terarah, perdagangan ilegal satwa liar 
dapat tetap menjadi usaha yang menguntungkan dan berisiko ren-
dah, terutama bagi pihak-pihak dengan kedudukan yang lebih 
tinggi dalam rantai perdagangan (Holmern, Muya, dan Røskaft, 
2007). Pembuat kebijakan harus memastikan agar lembaga pene-
gak hukum bertanggung jawab untuk mengatasi berbagai kelema-
han yang saling berkaitan, yang menyebabkan perdagangan ilegal 
kera terus terjadi. Kelemahan ini mencakup kurangnya penyediaan 
sumber daya bagi penyidik, rendahnya jumlah penuntutan, ren-
dahnya keberhasilan penuntutan, korupsi sektor swasta dan pub-
lik, dan keterlibatan media sosial dan perusahaan jasa keuangan. 

Pembuat kebijakan harus memastikan agar penegakan kerangka 
hukum dilaksanakan dengan konsisten di setiap titik dalam rantai 
perdagangan satwa liar, yang mencakup lokasi sumber, tempat 
transit, dan pasar tujuan. Hingga saat ini, pemerintah di berbagai 
negara habitat kera hanya menekankan penegakan hukum di 
lokasi sumber, dengan menargetkan pemburu yang berada di 
bagian bawah rantai perdagangan. Pemberlakuan undang-
undang dan peraturan internasional harus meliputi penyidikan, 
penangkapan, penuntutan, pemidanaan, dan pemberian huku-
man kepada pelaku kejahatan di tingkat mana pun. Langkah-
langkah ini berfungsi untuk menyingkirkan pemain utama dari 
jaringan kejahatan dan memberikan peringatan yang kuat untuk 
mencegah pihak lain yang mungkin hendak menggantikan posis-
inya. Selain itu, intervensi lebih lanjut yang dilakukan di sepan-
jang rantai perdagangan dengan menargetkan pedagang ilegal 
tingkat tinggi dan gembong yang bertanggung jawab untuk 
merekrut, mempersiapkan, dan mendanai kegiatan ilegal ini, 
serta mengekspor kera dan produk kera, dapat membantu 
mencegah adanya perekrutan pelaku pada tingkat yang lebih 
rendah yang terlibat dalam perburuan liar, penyimpanan, dan 
pengangkutan (Moneron, Armstrong, dan Newton, 2020).

Keberhasilan penegakan hukum dapat dicapai dengan adanya 
kerja sama yang erat antarlembaga, misalnya polisi hutan, poli-
si, dan pabean. Mengingat sifat perdagangan ini yang beragam 
dan global, maka kerja sama antarlembaga (baik nasional mau-
pun internasional) sangat diperlukan. Studi yang dilakukan 
Legal Atlas terhadap 17 negara wilayah jelajah kera menemu-
kan bahwa umumnya enam lembaga penegak hukum dan lima 
otoritas pengelolaan yang berbeda memiliki tanggung jawab 
yang tumpang-tindih atas perdagangan ilegal satwa liar (Legal 
Atlas, tanpa tahun). Untuk dapat secara efektif mengoordinasi-
kan penegakan hukum terkait satwa liar, Legal Atlas mereko-
mendasikan agar masing-masing negara wilayah jelajah kera 
membentuk satuan tugas kejahatan terhadap satwa liar. Satuan 
tugas ini harus diberi mandat untuk memimpin inisiatif pencega-
han kejahatan, pengumpulan informasi intelijen, penyidikan tin-
dak pidana, dan penuntutan (Legal Atlas, tanpa tahun).

KOTAK 2 
Panduan Analisis Kejahatan terhadap Satwa 
Liar dan Hutan

Konsorsium Internasional untuk Memerangi Kejahatan terhadap 
Satwa Liar (International Consortium for Combating Wildlife Crime/
ICCWC) merupakan inisiatif gabungan dari lima organisasi antarpe-
merintah yang mendukung sistem peradilan pidana untuk mening-
katkan upaya pencegahan kejahatan terhadap satwa liar dan hutan. 
ICCWC bermitra dengan CITES, INTERPOL, UNODC, World Bank 
Group, dan WCO. Berbagai organisasi mitra ini menawarkan lemba-
ga pemerintah sekitar 30 kursus pengembangan kapasitas yang 
berbeda-beda dan lima jasa dukungan operasional serta sejumlah 
sumber daya, alat, dan program pelatihan (ICCWC, 2018). 

Panduan Analisis Kejahatan terhadap Satwa Liar dan Hutan yang disu-
sun oleh ICCWC menyajikan pedoman pelaksanaan yang mencakup 
undang-undang, penegakan hukum, kehakiman dan penuntutan, fak-
tor-faktor pendorong dan pencegahan, serta data dan analisis bagi 
pembuat kebijakan (UNODC, 2012). Unsur-unsur ini saling berhubun-
gan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Diperlukan pendekatan 
terkoordinasi dan multisektor, termasuk partisipasi semua pemangku 
kepentingan terkait, untuk secara efektif memberikan respons nasional 
pada kejahatan terhadap satwa liar dan hutan. Panduan ini menyajikan 
kerangka kerja untuk menyusun strategi pencegahan dan strategi 
respons dan mencakup sejumlah sumber daya yang dapat digunakan 
dalam berbagai kombinasi untuk memenuhi kebutuhan khusus suatu 
negara. Panduan ini menyajikan beberapa persoalan utama yang akan 
dikaji, termasuk penyebab utama kejahatan, upaya pencegahan 
secara administratif, dan respons sistem peradilan pidana. 

Dengan menggunakan panduan ini, pembuat kebijakan dapat melaku-
kan analisis yang menyeluruh terhadap pengelolaan satwa liar, pene-
gakan hukum, serta kapabilitas dan sistem peradilan dan penuntunan 
nasional. Panduan ini juga meningkatkan pemahaman tentang pelaku 
dalam rantai perdagangan dan kejahatan terhadap satwa liar serta 
faktor-faktor pendorong di baliknya. Pembuat kebijakan kemudian 
dapat menggunakan panduan ini untuk merancang intervensi atau 
mengidentifikasi celah dan area yang memerlukan pelatihan atau ban-
tuan teknis untuk mendeteksi atau mencegah kejahatan.
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Penegakan hukum juga harus dilakukan di pasar konsumen 
yang bertanggung jawab atas timbulnya permintaan akan kera 
dan produk kera. Untuk menghentikan aliran perdagangan lin-
tas negara, pengendalian impor dan ekspor harus diperkuat. 
Penguatan ini mencakup peningkatan deteksi di pusat transit, 
misalnya bandara, yang dapat dilakukan dengan efektif melalui 
penggunaan anjing pelacak terlatih. Petugas kepabeanan juga 
harus dididik tentang perdagangan ilegal ini dan diajari cara 
membedakan antara produk ilegal satwa liar dan produk legal 
(Chaber et al., 2010). INTERPOL dan Organisasi Kepabeanan 
Dunia (WCO) menekankan perlunya komitmen politik agar poli-
si dan lembaga kepabeanan meresmikan hubungan kerja yang 
kooperatif dan efisien (INTERPOL dan WCO, 2018). 

Menurut ICCWC, efektivitas respons penegakan hukum dapat 
dievaluasi berdasarkan delapan hasil yang diharapkan, yaitu 
dasar hukum, pencegahan, deteksi, penyidikan intelijen, teknik 
khusus, penuntutan, hukuman, dan pendekatan holistis. ICCWC 
menawarkan alat penilaian diri (self-assessment) dalam bahasa 
Inggris, Prancis, dan Spanyol dengan 50 indikator yang lengkap 
sebanyak yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk 
memantau perubahan dalam kapasitas dan efektivitas penega-
kan hukum nasional dari waktu ke waktu (ICCWC, 2016). 

Pada akhirnya, agar berjalan efektif, penegakan hukum harus 
dapat mencegah kera agar tidak dibunuh atau ditangkap di 
alam liar (Felbab-Brown, 2018). Ada bukti yang menunjukkan 
bahwa pencegahan kejahatan di sumbernya paling efektif jika 
dilaksanakan secara kooperatif bersama dengan penduduk 
setempat dan polisi (Hawdon dan Ryan, 2011). Strategi untuk 
melibatkan masyarakat dalam konservasi dan pencegahan 
kejahatan terhadap satwa liar dibahas dengan terperinci 
di bawah ini. 

Mengatur Industri 

Berbagai proyek industri di wilayah terpencil yang merambah 
habitat kera merupakan fasilitator dan faktor pendorong signifi-
kan terhadap pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan 
ilegal kera dan spesies genting lainnya. Pelaku industri bertang-
gung jawab untuk meminimalkan dampak langsung dan tidak 
langsung dari pemukiman manusia yang berkaitan dengan 
proyeknya. Selain itu, mereka perlu menetapkan pengendalian 
dan tindakan untuk mencegah dan memitigasi berbagai kegia-
tan ilegal tersebut. Melalui sebuah resolusi, negara-negara ang-
gota perjanjian CITES mendesak agar para pelaku di industri 
pertanian, energi, dan ekstraktif mematuhi kerangka hukum 
nasional dan internasional dan meminimalkan dampak terha-
dap populasi dan habitat kera besar melalui pelaksanaan prak-
tik terbaik (CITES, 2019). 

Pembuat kebijakan yang mengatur kegiatan industri harus 
menentang proyek yang berisiko tinggi menimbulkan dampak 
terhadap habitat kera dan harus memberlakukan pengamanan 
yang ketat pada proyek yang diizinkan untuk melanjutkan oper-
asinya. Perusahaan yang terlibat dengan pertanian industri, 
eksplorasi minyak dan gas, serta pembangunan infrastruktur 
linier ataupun tetap diwajibkan (berdasarkan sejumlah ketentuan 
dalam izin dari pemerintah) untuk memberikan layanan dasar 
bagi para pekerja dan masyarakat sekunder agar menghilangkan 
tekanan terhadap lingkungan alami dan satwa liar. Masyarakat 
pekerja harus diberikan akses terhadap pendidikan, listrik, peker-
jaan, ketahanan pangan, perawatan kesehatan, sanitasi, teleko-
munikasi, transportasi, dan air. Pelaksana proyek juga harus 
berupaya untuk mencegah pembunuhan, penangkapan, dan 
perdagangan ilegal kera dan spesies dilindungi lainnya, termasuk 
mengurangi ancaman konflik antara manusia dan satwa liar. 

Laporan tahun 2018 untuk CITES mengidentifikasi beberapa ancaman utama terhadap kelangsungan hidup kera besar, yaitu kehilangan, degradasi, dan fragmentasi habitat, penyakit 
menular, perburuan liar untuk memperoleh daging secara ilegal dan sembarangan, dan pembunuhan disengaja akibat konflik atas lahan. Bangkai simpanse yang disita, setelah dilakukan-
nya penangkapan terhadap para pedagang, Douala, Kamerun. © LAGA dan The EAGLE Network
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Orang utan jantan berbantalan pipi di habitat alaminya. © Paul Hilton/Earth Tree Images
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Orang utan jantan berbantalan pipi di habitat alaminya. © Paul Hilton/Earth Tree Images Orang utan jantan berbantalan pipi dalam kurungan. © Paul Hilton/Earth Tree Images
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Selain itu, Instagram anggota koalisi, yang dimiliki oleh Facebook, 
telah menerapkan sistem peringatan aktif yang akan muncul saat 
pengguna mencari konten yang mungkin berhubungan dengan 
perdagangan ilegal satwa liar. Pengguna akan menerima perin-
gatan dalam bentuk pop-up otomatis yang menunjukkan tautan 
menuju informasi tentang perdagangan ilegal satwa hidup dan 
produk satwa liar. Akan tetapi pop-up ini bersifat opsional dan 
tidak mencegah pengguna untuk melanjutkan ke halaman yang 
dikehendakinya (Instagram, 2017). Para pembuat kebijakan dan 
berbagai platform media sosial harus memahami kemampuan 
media sosial untuk menginformasikan pembuatan kampanye 
tambahan dan mencari cara proaktif untuk mengurangi per-
mintaan dan mencegah perdagangan ilegal terhadap satwa liar. 

Melibatkan Masyarakat dan Menjamin 
agar Masyarakat Menerima Manfaat 

Penegakan hukum, jika digunakan secara terpisah, sering kali 
menjadi pendekatan yang tidak memadai dalam upaya pencega-
han kejahatan terhadap satwa liar. Penuntutan yang tidak 
sebanding, yang hanya menargetkan pelaku kejahatan tingkat 
rendah daripada gembong yang berkuasa, dapat mengubah 
opini publik terhadap satwa liar, organisasi konservasi, dan lem-
baga penegakan hukum. Sebagian besar negara memprioritas-
kan penegakan hukum di dalam dan di sekitar habitat kera seba-
gai metode yang dipilih untuk mengatasi pembunuhan, 
penangkapan, dan perdagangan kera, daripada menyeimbang-
kan penegakan hukum dengan partisipasi masyarakat dan pen-
dekatan perubahan perilaku sebagaimana semestinya. 

Jika perburuan dikaitkan dengan konflik yang terjadi antara manu-
sia dan kera akibat perusakan tanaman, maka penting bagi 
pemangku kepentingan untuk memahami persoalan masyarakat 
terkait keselamatan pribadi serta ketahanan pangan dan ekonomi. 
Setelah konteks ini dipahami, strategi mitigasi yang tepat dapat 
diidentifikasi. Pedoman terkait persoalan ini yang dibuat oleh IUCN 
dan organisasi mitra menunjukkan berbagai intervensi yang dapat 
dilakukan, termasuk penetapan zona penyangga antara habitat 
kera dan permukiman manusia, pembangunan batas fisik untuk 
memisahkan tanaman dan hewan ternak dari satwa liar, substitusi 
tanaman, dan skema kompensasi untuk mengganti kerusakan 
tanaman (Bowen-Jones, 2012; Hockings dan Humle, 2009).

Pengetahuan masyarakat tentang lingkungan dan kedekatan pen-
duduk setempat dengan habitat kera menjadikan masyarakat kan-
didat yang ideal untuk dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan 
satwa liar (Felbab-Brown, 2017). Kesepakatan dan partisipasi 
masyarakat dalam inisiatif antiperburuan liar dan antiperdagangan 
ilegal harus diprioritaskan karena dapat membantu mengurangi 
adanya keterlibatan dalam kejahatan oportunis yang dapat menje-
rumuskan anggota masyarakat. Pembuat kebijakan harus mem-
berdayakan penduduk setempat dengan memberikan kendali dan 
wewenang yang lebih besar kepada penduduk atas keputusan 
pengelolaan sumber daya alam (Blomley et al., 2010; Vermeulen et 
al., 2009). Alih bagi kekuasaan, tata kelola, dan struktur insentif 
harus dikembangkan melalui konsultasi bersama masyarakat 
sehingga mereka dapat mengelola biaya dan manfaat konservasi. 

Kelompok masyarakat sipil setempat yang terdapat dalam 
masyarakat harus dilibatkan untuk menjalankan peran fasilitasi 
antara penduduk, lembaga pemerintah, dan LSM internasional. 
Metode bottom-up (dari bawah ke atas) yang melibatkan 
masyarakat dalam pengelolaan sumber daya cenderung lebih ber-
hasil dibanding mandat top-down (dari atas ke bawah) yang dibe-
bankan kepada masyarakat oleh pemangku kepentingan eksternal.

Semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekspansi 
industri harus berupaya mencapai pembangunan ekonomi 
yang berdampak bersih positif terhadap keanekaragaman hay-
ati atau yang tidak menyebabkan hilangnya keanekaragaman 
hayati. Pembuat peraturan seharusnya hanya menyetujui pem-
bangunan yang berprioritas menghindari atau mencegah 
dampak yang merugikan terhadap keanekaragaman hayati, jika 
memungkinkan. Upaya pencegahan paling efektif jika dilakukan 
di awal proses, misalnya oleh pembuat kebijakan pada tahap 
perencanaan strategis nasional, atau oleh pihak pelaksana 
selama proses penilaian lingkungan strategis tingkat lanskap. 
Peraturan yang dibuat harus mewajibkan agar dampak yang tak 
terhindarkan diminimalkan dan dikurangi saat melakukan pem-
bangunan, kemudian sesegera mungkin direhabilitasi, diper-
baiki, atau dipulihkan. Lih. Volume 3, Negara Kera: Pembangunan 
Infrastruktur dan Konservasi Kera untuk informasi lebih lanjut 
tentang mitigasi dampak proyek. 

Pasar Online Tertutup 

Sebagian besar negara tidak memiliki kerangka hukum yang 
digunakan untuk mengatasi tantangan yurisdiksi yang ditim-
bulkan oleh perdagangan online satwa liar (Wingard dan 
Pascual, 2018). Sistem peraturan yang tidak mengikuti perkem-
bangan teknologi dalam hal pengiklanan dan penjualan online 
harus diamendemen dengan ketentuan perundangan yang 
baru. Akan tetapi meski kerangka hukum diberlakukan, pene-
gakan hukum masih sulit diterapkan saat melakukan penyidi-
kan dan penuntutan terhadap pedagang ilegal online. Sulit 
untuk mengidentifikasi tersangka yang terlibat dalam perda-
gangan online atau menentukan asal-usul spesies yang diper-
dagangkan. INTERPOL menyediakan pedoman bagi lembaga 
penegak hukum yang berupaya mengatasi kejahatan online 
terhadap satwa liar (INTERPOL, 2020).

Dalam hal ini, kerja sama antara perusahaan internet dan media 
sosial diperlukan untuk melaksanakan penegakan hukum yang 
efektif. Pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum harus 
secara aktif melibatkan perusahaan demi mendorong dilaku-
kannya kerja sama dan menjamin dipahaminya undang-undang 
yang berlaku terkait satwa liar. Perusahaan harus berupaya 
memperoleh panduan dari para regulator terkait penyusunan 
dan pelaksanaan kebijakan perusahaan yang kuat guna 
mencegah adanya kegiatan ilegal dalam platformnya. Dalam 
rangka penegakan hukum, perusahaan juga harus memberikan 
dukungan penuh bagi penyidikan terhadap pelanggaran 
undang-undang terkait satwa liar. 

Ada beberapa perusahaan media sosial yang bekerja sama 
dengan inisiatif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan 
tujuan untuk mengatasi perdagangan ilegal yang dilakukan 
melalui platformnya. Sebagai contoh, Koalisi untuk 
Menghentikan Perdagangan Ilegal Online Satwa Liar (Coalition 
to End Wildlife Trafficking Online) diluncurkan oleh World Wildlife 
Fund (WWF), Trade Records Analysis of Flora and Fauna in 
Commerce (TRAFFIC), dan International Fund for Animal 
Welfare (IFAW) pada tahun 2018 untuk melibatkan industri 
teknologi (WWF, 2018; tanpa tahun). Sebanyak 36 anggota dari 
koalisi ini, yang terdiri dari berbagai perusahaan global, pada 
bulan Maret 2020 telah memblokir atau menghapus lebih dari 
3,3 juta daftar yang melanggar kebijakan terkait satwa liar (The 
Coalition, 2020). Untuk membantu koalisi ini, LSM telah memi-
lah daftar berisi sekitar 250 tagar (#) media sosial yang diyakini 
berkaitan dengan kejahatan terhadap satwa liar atau kegiatan 
terkait lainnya, termasuk ‘swafoto’ bersama satwa liar.
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Insentif untuk Konservasi 

Masyarakat yang tinggal di dekat habitat kera cenderung lebih 
mendukung konservasi jika mereka diberdayakan untuk melind-
ungi manfaat yang dapat terukur maupun yang tidak dapat ter-
ukur dari alam. Penduduk yang ada dalam setiap masyarakat 
dipengaruhi oleh faktor keuangan maupun nonkeuangan, ter-
masuk di antaranya kepercayaan, faktor kognitif, budaya, gaya 
hidup, norma, dan nilai yang dianut (Milner-Gulland dan Rowcliffe, 
2007; Vining dan Ebreo, 2002). Pada akhirnya, keputusan untuk 
berburu atau melestarikan satwa liar dibuat berdasarkan signifi-
kansi relatif dari individu terhadap berbagai unsur, yang dapat 
menentukan opsi untuk menghasilkan keuntungan bersih yang 
lebih besar (Cooney et al., 2017). 

Penelitian menunjukkan bahwa jika masyarakat memperoleh man-
faat dari satwa liar, maka mereka akan terdorong untuk terus terli-
bat dalam konservasi guna mempertahankan akses terhadap 
manfaat tersebut (Cooney et al., 2018). Sebaliknya, biaya yang 
dikeluarkan oleh masyarakat dapat menghambat keterlibatan 
masyarakat dan dapat menimbulkan tindak balas terhadap satwa 
liar atau otoritas konservasi (Twinamatsiko et al., 2014). Kebijakan 
pengelolaan satwa liar harus bertujuan untuk mengurangi biaya 
dimaksud, yang dapat mencakup konflik antara kera dan manusia, 
kerusakan tanaman, ternak, atau properti, penularan penyakit 
kepada manusia atau ternak, atau terbatasnya atau berkurangnya 
akses terhadap lahan atau sumber daya alam.

Pembuat kebijakan harus menyusun struktur tata kelola dan insen-
tif yang mendorong penduduk setempat untuk melindungi satwa 
liar dan bukan memburunya. Agar berjalan efektif, berbagai kebi-
jakan harus disusun dengan tujuan meningkatkan manfaat dan 
mengurangi biaya perlindungan satwa liar sekaligus mengurangi 
keuntungan dan meningkatkan biaya kegiatan ilegal (Challender 
dan MacMillan, 2014). Pemerintah harus dengan kritis melindungi 
kepenguasaan lahan dan hak kepemilikan sumber daya alam 
masyarakat. Penduduk harus memiliki kapasitas guna meman-
faatkan alam untuk kegiatan berkelanjutan, misalnya pengumpu-
lan hasil hutan bukan kayu untuk digunakan atau dijual dan pen-
angkapan ikan secara subsisten. Jika perburuan untuk memperoleh 
daging satwa liar mengancam kera, alternatif protein yang terjang-
kau harus disediakan. Guna mendorong perlindungan kera lebih 
lanjut, dukungan keuangan dapat ditawarkan, misalnya melalui 
pengadaan kredit mikro atau pembayaran untuk skema jasa eko-
sistem (WCS Nigeria, tanpa tahun; Wicander dan Coad, 2018). 

Investasi juga harus dilakukan untuk mengembangkan lapangan 
kerja atau peluang memperoleh penghasilan secara berkelanjutan 
bagi penduduk, misalnya melalui pariwisata satwa liar berbasis 
masyarakat, pengelolaan kawasan lindung, atau pendampingan 
penelitian ilmiah (Drewry, 1997; Macfie dan Williamson, 2010; 
Russell, 2001). Pada beberapa kasus, pariwisata berbasis kera 
dapat menghasilkan manfaat signifikan, yang menjadi insentif kon-
servasi bagi masyarakat setempat. Namun pandemi COVID-19 
global telah menimbulkan risiko tersendiri jika bergantung pada 
pariwisata satwa liar sebagai strategi utama konservasi.  

Mendukung Perubahan Perilaku

Intervensi Kebijakan 

Selama masih ada permintaan akan kera atau produk kera dan 
industri ilegal masih menguntungkan para pelaku kejahatan, 
maka pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan kera 
kemungkinan akan terus terjadi. Dengan demikian, intervensi 
yang sasarannya pemanfaatan akhir kera, daging, dan bagian 
tubuhnya harus dilaksanakan seiring dengan kegiatan penega-
kan hukum di sepanjang rantai perdagangan. 

Pembuat kebijakan harus memfasilitasi kerja sama antara 
masyarakat, pemerintah, industri, LSM, dan media untuk men-
gatasi berbagai faktor pendorong hilangnya keanekaragaman 
hayati. Kebijakan yang ada harus dapat melibatkan berbagai 
lembaga pemerintah dan sektor swasta dalam penyusunan 
strategi yang menghambat dan mencegah hilangnya 
keanekaragaman hayati dan perusakan ekosistem. 

Karena sikap terhadap kera dipengaruhi oleh berbagai faktor 
budaya dan ekonomi, maka pemahaman yang lebih mendalam 
tentang konteks budaya yang mendorong pembunuhan, pen-
angkapan, dan perdagangan ilegal kera serta konsumsi atau 
pemanfaatan produk kera, menjadi langkah penting dalam 
mengembangkan upaya intervensi yang efektif untuk menghen-
tikan kegiatan ilegal ini. Pembuat kebijakan harus melibatkan 
para mitra dalam membantu menetapkan dan menilai faktor-
faktor budaya tertentu yang ada dalam suatu masyarakat den-
gan menggunakan pendekatan partisipatif, lalu merancang 
strategi untuk mengurangi permintaan dan mengubah perilaku 
berdasarkan keadaan tersebut (Wilkie et al., 2016).

Jika daging kera dikonsumsi atau bagian tubuhnya dimanfaat-
kan, survei rona awal dapat membantu mengungkap motivasi 
dan menginformasikan intervensi yang dapat dilakukan untuk 

Tinjauan terbaru pada kejahatan terhadap satwa liar menunjukkan bahwa masyarakat 
didorong oleh empat tujuan utama yang biasanya saling terkait: memenuhi kebutuhan sub-
sisten dasar; mendapatkan penghasilan; melakukan tindak balas terhadap ketidakadilan 
konservasi yang dirasakan; dan melengkapi praktik budaya tradisional. Orang utan mati 
yang ditemukan dengan 62 peluru di dalam tubuhnya. © Paul Hilton/Earth Tree Images
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mengurangi permintaan dengan tetap menghormati identitas 
budaya masyarakat (van Vliet dan Mbazza, 2011). Pendidikan 
konservasi di sekolah dan pemanfaatan platform media massa 
dapat menjadi sarana efektif dalam menyampaikan pesan untuk 
melakukan perubahan perilaku. Sebagai contoh, kampanye 
penyadartahuan publik yang bertujuan mengurangi konsumsi 
daging gorila di Nigeria menggunakan drama serial radio untuk 
memengaruhi sikap terhadap satwa ini (WCS Nigeria, tanpa 
tahun; Wicander dan Coad, 2018).

Perubahan perilaku dapat membantu mengurangi permintaan 
yang ada, sehingga dapat menurunkan harga dan membuat perda-
gangan ini tidak menarik bagi pelaku kejahatan (Linkie et al., 2015). 
Kampanye advokasi juga dapat membantu mengubah kebijakan 
pemerintah dan mendorong perubahan dalam aksi sektor swasta. 
Sebagai contoh, aktivis kesejahteraan satwa berpengaruh dalam 
pemanfaatan kera sebagai penghibur dalam industri hiburan. 

Sebagai bagian dari pencegahan kejahatan situasional, 
masyarakat yang memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk 
terlibat dalam perdagangan kera harus menjadi sasaran dalam 
penyadartahuan mengenai undang-undang, hukuman pidana, 
dan dampak sosial ekonomi terkait penangkapan, penuntutan, 
pemidanaan, dan akhirnya penjatuhan denda atau hukuman 
penjara akibat kegiatan ilegal (Clarke, 2009). 

Kampanye Perubahan Perilaku Publik 

Kampanye perubahan perilaku yang mengintegrasikan argumen 
sikap, budaya, ekonomi, dan sosial harus digunakan untuk men-
gubah persepsi tentang konsumsi, pemeliharaan, atau peman-
faatan kera. Platform media sosial, yang telah dimanfaatkan untuk 
memperdagangkan satwa liar secara ilegal, juga menyediakan 
peluang untuk berkomunikasi dengan banyak orang dan menjang-
kau mereka dengan pesan yang mendukung konservasi. Inisiatif 
pemasaran digital dapat meningkatkan kesadartahuan dan 
memengaruhi sikap, perilaku, maupun opini yang ada. Kampanye 
online dan media massa dapat mencegah adanya konsumsi, 
memengaruhi pembuat kebijakan, memobilisasi tindakan sektor 
swasta, dan mengubah persepsi masyarakat. Pemerintah dan 
LSM harus memanfaatkan berbagai kegiatan yang ada dan men-
jalin kerja sama dengan para pemimpin opini yang berpengaruh 
dan entitas sektor swasta seperti internet dan perusahaan media. 

Sebagai contoh, pada tahun 2016, Program Lingkungan Hidup 
PBB (UNEP) memulai kampanye berkelanjutan Wild for Life: 
Wildlife Crime Just Got Personal dalam sembilan bahasa, dengan 

© WildAid

bermitra dengan 20 LSM. Tujuan kampanye ini adalah untuk 
memobilisasi dukungan publik, kemudian menyalurkannya untuk 
mendorong tindakan pemerintah. Tahap pertama Wild for Life 
menampilkan profil 26 spesies yang terdampak oleh kejahatan ter-
hadap satwa liar, termasuk orang utan (Wild for Life, tanpa tahun). 
Tahap kedua dilakukan dengan menyertakan gorila dan simpanse. 
Kelompok yang terdiri dari 30 duta persahabatan dan selebritas 
yang merupakan para juara dengan total pengikut sebanyak 500 
juta pengguna media sosial mendukung kampanye ini. Dengan 
demikian, berbagai pesan Wild for Life telah memperoleh 1,5 mil-
iar penayangan di media sosial, 4,5 juta pelibatan sosial dengan 
konten, misalnya suka (like) dan bagikan (share), dan 50.000 
janji dari para peserta untuk menggunakan lingkungan pen-
garuhnya sendiri untuk mencegah perdagangan ilegal satwa liar. 

WildAid, LSM yang didedikasikan untuk mencapai pengurangan 
pada permintaan melalui kampanye penyadartahuan, menemu-
kan bahwa perubahan perilaku terjadi saat khalayak memahami 
fakta utama yang tidak disadari sebelumnya atau saat norma 
sosial baru tercipta karena meningkatnya kesadartahuan. Survei 
terkait sikap yang dilaksanakan oleh WildAid untuk mengevalu-
asi dampak dari kampanye pengurangan permintaan oleh seleb-
ritas menunjukkan bahwa komunikasi dan iklan layanan 
masyarakat, misalnya iklan televisi, poster, baliho, dan konten 
media sosial, telah meningkatkan kesadartahuan, mengurangi 
kecenderungan untuk membeli produk ilegal satwa liar, dan men-
gurangi konsumsi satwa liar (WildAid, 2014, 2017, 2018a). 

Sebagai contoh, 75% masyarakat yang disurvei oleh WildAid di 
Tiongkok pada tahun 2006 tidak menyadari bahwa sup sirip hiu 
terbuat dari hiu, karena makanan ini disebut sebagai ‘sup sayap 
ikan’ dalam bahasa Cina. Pada tahun 2013, setelah dilakukan 
kampanye selama bertahun-tahun, WildAid menemukan bahwa 
85% responden yang disurvei di empat kota besar Tiongkok telah 
berhenti mengonsumsi sup sirip hiu. Dari semua responden yang 
disurvei, 65% di antaranya mengatakan bahwa kampanye peny-
adartahuan telah memengaruhi perilaku mereka (WildAid, 2014). 
Demikian pula, survei rona awal di yang dilakukan WildAid pada 
tahun 2014 di Vietnam menemukan bahwa 69% responden mey-
akini bahwa cula badak memiliki manfaat kesehatan. Saat survei 
lainnya terkait sikap dilakukan pada tahun 2016 untuk mengukur 
dampak kampanye penyadartahuan, persentase tersebut turun 
menjadi 9,4% (WildAid, 2018b). WildAid juga berhasil membagi-
kan pengetahuan di Vietnam bahwa cula badak terbuat dari kera-
tin, sama dengan rambut dan kuku manusia. WildAid mengukur 
adanya peningkatan pengetahuan sebesar 258% terkait fakta 
utama ini dalam periode dua tahun (WildAid, 2015).
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Lampiran I. Kera Besar dan Owa

KERA BESAR

Marga Pan

Bonobo Pan paniscus  Republik Demokratik Kongo (RDK)

Simpanse tengah Pan troglodytes troglodytes  Angola 
 Kamerun 
 Republik Afrika Tengah
 RDK
 Guinea Khatulistiwa 
 Gabon 
 Republik Kongo

Simpanse timur Pan troglodytes schweinfurthii  Burundi 
 Republik Afrika Tengah 
 RDK 
 Rwanda 
 Sudan Selatan 
 Tanzania 
 Uganda

Simpanse nigeria-kamerun Pan troglodytes ellioti  Kamerun 
 Nigeria

Simpanse barat Pan troglodytes verus  Ghana 
 Guinea
 Guinea-Bissau
 Pantai Gading
 Liberia 
 Mali 
 Senegal
 Sierra Leone

Marga Gorilla

Gorila sungai cross Gorilla gorilla diehli  Kamerun 
 Nigeria

Gorila grauer Gorilla beringei graueri  RDK

Gorila gunung Gorilla beringei beringei  RDK
 Rwanda 
 Uganda

Gorila dataran rendah barat Gorilla gorilla gorilla  Angola 
 Kamerun 
 Republik Afrika Tengah 
 Guinea Khatulistiwa
 Gabon 
 Republik Kongo

Marga Pongo

Orang utan timur laut borneo Pongo pygmaeus morio  Indonesia 
 Malaysia

Orang utan barat laut borneo Pongo pygmaeus pygmaeus  Indonesia 
 Malaysia

Orang utan barat daya borneo Pongo pygmaeus wurmbii  Indonesia

Orang utan sumatera Pongo abelii  Indonesia

Orang utan tapanuli Pongo tapanuliensis  Indonesia

Kesimpulan

Untuk menghentikan pembunuhan, penangkapan, dan per-
dagangan ilegal kera dan produk kera yang membahaya-
kan populasi satwa yang terus berkurang dan terfragmen-

tasi di alam liar, maka penting bagi pemangku kepentingan untuk 
melaksanakan tindakan yang cepat, strategis, dan simultan di 
setiap titik intervensi di sepanjang rantai perdagangan. Perlindungan 
terhadap kera yang merupakan saudara terdekat manusia di alam 
liar memerlukan tindakan yang terkoordinasi dari berbagai peman-
gku kepentingan pada tingkat lokal, nasional, dan global. 
Masyarakat, para donor, pemerintah, pihak perorangan, LSM, dan 

pelaku sektor swasta memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi 
dan berkolaborasi lintas wilayah geografis, sektor, dan disiplin ilmu 
untuk mengatasi berbagai faktor pendorong perburuan kera yang 
kompleks dan saling terkait. Semua pemangku kepentingan ber-
tanggung jawab untuk melindungi masa depan kera liar dan meli-
batkan diri sepenuhnya dalam perlindungan kera, mengingat status 
spesies ini yang rapuh. Dengan melindungi kera, maka habitat dan 
jasa ekosistemnya yang disediakan bagi manusia dan bagi kese-
hatan planet ini juga terlindungi. Pelaksanaan berbagai rekomen-
dasi yang disajikan di sini membutuhkan peningkatan tata kelola 
dan investasi dalam pembangunan berkelanjutan yang harus dip-
rioritaskan dalam agenda pembuat kebijakan di seluruh dunia.
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OWA (tidak termasuk subspesies)

Marga Hoolock

Hoolock timur Hoolock leuconedys  Tiongkok
 Myanmar

Hoolock gaoligong/ 
hoolock skywalker

Hoolock tianxing  Tiongkok
 Myanmar

Hoolock barat Hoolock hoolock  Bangladesh
 India
 Myanmar

Marga Hylobates

Owa abu-abu abbott Hylobates abbotti  Indonesia 
 Malaysia

Owa agile  
(owa lengan hitam)

Hylobates agilis  Indonesia 
 Malaysia

Owa abu-abu borneo  
(owa abu-abu utara)

Hylobates funereus  Brunei
 Indonesia
 Malaysia

Owa janggut putih borneo Hylobates albibarbis  Indonesia

Owa kloss  
(bilou/owa mentawai)

Hylobates klossii  Indonesia

Owa lar  
(owa lengan putih)

Hylobates lar  Indonesia
 Laos
 Malaysia
 Myanmar
 Thailand

Owa moloch  
(owa jawa/owa perak)

Hylobates moloch  Indonesia

Owa müller  
(owa abu-abu müller/owa abu-abu selatan)

Hylobates muelleri  Indonesia

Owa pileated  
(owa bertopi/owa bermahkota)

Hylobates pileatus  Kamboja
 Laos
 Thailand

Marga Nomascus

Owa cao vit 
(owa jambul hitam timur)

Nomascus nasutus  Tiongkok
 Vietnam

Owa hainan  
(owa jambul hitam hainan/owa hitam hainan/
owa jambul hainan)

Nomascus hainanus  Tiongkok (Pulau Hainan)

Owa jambul pipi putih utara  
(owa pipi putih utara/ owa pipi putih)

Nomascus leucogenys  Laos
 Vietnam

Owa jambul pipi kuning utara  
(owa pipi kuning utara)

Nomascus annamensis  Kamboja
 Laos
 Vietnam

Owa jambul pipi putih selatan  
(owa pipi putih selatan)

Nomascus siki  Laos
 Vietnam

Owa jambul pipi kuning selatan  
(owa pipi merah, owa pipi kuning)

Nomascus gabriellae  Kamboja
 Vietnam

Owa jambul hitam barat  
(owa jambul hitam, owa hitam, owa satu warna, 
owa indochina)

Nomascus concolor  Tiongkok
 Laos
 Vietnam

Marga Symphalangus

Siamang Symphalangus syndactylus  Indonesia 
 Malaysia
 Thailand

Diproduksi kembali dari Volume 4, Negara Kera: Pembunuhan, Penangkapan, Perdagangan, ‘Kera: Sebuah Tinjauan Umum’.
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Singkatan dan Akronim 
CCFU	 Cross-Cultural Foundation of Uganda (Yayasan Lintas Budaya 

Uganda)
CITES	 Convention on International Trade in Endangered Species of 

Fauna and Flora (Konvensi Perdagangan Internasional 
Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam Punah)

GRASP	 Great Apes Survival Partnership (Kemitraan Kelangsungan 
Hidup Kera Besar)

ICCWC 	 International Consortium on Combatting Wildlife Crime 
(Konsorsium Internasional untuk Memerangi Kejahatan ter-
hadap Satwa Liar)

IFAW 	 International Fund for Animal Welfare (Dana Internasional 
untuk Kesejahteraan Satwa) 

IUCN	 International Union for Conservation of Nature (Uni 
Internasional untuk Konservasi Alam)

LSM	 Lembaga Swadaya Masyarakat 
OECD 	 Organisation for Economic Co-Operation and Development 

(Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi)
UNGA	 United Nations General Assembly (Majelis Umum PBB) 
UNODC 	 United Nations Office on Drugs and Crime (Kantor PBB 

Urusan Narkoba dan Kejahatan)
UNOTC	 United Nations Convention Against Transnational 

Organized Crime (Konvensi PBB untuk Menanggulangi 
Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara)

WCO	 World Customs Organization (Organisasi Kepabeanan Dunia)
WCS 	 Wildlife Conservation Society
WWF 	 World Wildlife Fund 
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Perdagangan ilegal kera hidup, daging, dan bagian tubuhnya terjadi di semua 
negara yang menjadi wilayah sebaran kera dan menimbulkan ancaman yang 
signifikan dan terus meningkat terhadap kelangsungan hidup jangka panjang 
populasi kera liar di seluruh dunia. Perdagangan kera yang semula merupakan 
kegiatan budaya dan murni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini 
melibatkan perdagangan global bernilai multijutaan dolar yang dijalankan oleh 
jaringan pelaku kejahatan lintas negara. Tantangannya yaitu mengurai berbagai 
faktor yang kompleks dan saling terkait yang menjadi penyebab terjadinya 
perdagangan kera sekaligus melaksanakan strategi-strategi yang tidak 
memperparah ketimpangan yang ada. Volume seri Negara Kera ini 
menggabungkan penelitian dan analisis orisinal, studi kasus terkini, dan praktik 
terbaik yang mulai diterapkan untuk mendorong agenda konservasi kera yang 
berkaitan dengan pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan.

“Dalam upayanya mengatasi ancaman dan bahaya besar terhadap kera 
besar dan owa di seluruh dunia, Arcus Foundation telah menerbitkan 
berbagai seri Negara Kera yang begitu berpengaruh dan membangkitkan 
kesadaran mengenai konservasi kera besar dan owa.

Negara Kera membahas kompleksitas antara faktor pendorong manusia 
demi pembangunan sosial ekonomi dan perjuangan yang terus dilakukan 
demi kelangsungan hidup semua kera. Sebagaimana pelajaran yang dapat 
dipetik dari pandemi COVID-19 ini, kita perlu lebih memahami hubungan 
antara kemanusiaan dan alam. Seri Negara Kera memberikan solusi yang 
dapat meminimalkan dan memitigasi dampak terhadap keanekaragaman 
hayati dengan cara melaksanakan upaya konservasi melalui kolaborasi, 
investasi keuangan, kebijakan, dan edukasi. Publikasi ini diperuntukkan 
bagi pengambil keputusan dan pemangku kepentingan dan memberikan 
landasan analitis untuk memengaruhi diskusi, praktik, dan kebijakan 
dengan tujuan menyelaraskan hubungan antara konservasi kera, kes-
ejahteraan manusia, dan tekanan pembangunan ekonomi dan sosial. 

Setiap generasi memiliki tantangannya sendiri. Namun jarang sekali kita 
diberikan kemampuan untuk senantiasa memengaruhi setiap generasi 
berikutnya. Kera besar dan owa merupakan mata rantai penting dalam sejarah 
evolusi dan masa depan kita. Upaya melestarikan spesies ini sebenarnya 
merupakan aksi menyelamatkan sebagian dari diri kita sendiri.”Inger Andersen 

Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  
dan Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB

Arcus Foundation. (2020). Negara Kera: Pembunuhan, 
Penangkapan, Perdagangan, dan Konservasi.  
www.stateoftheapes.com
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